
i 
 

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN 

BEA PEROLEHAN HAK  ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN  

BATUAN PADA BADAN PENDAPATAN 

 DAERAH KABUPATEN LANGKAT 
 

SKRIPSI 

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat 

Guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) 

Program Studi Akuntansi 

 

 

 

 

  Oleh : 

 Nama      : LELY MULYATI 

NPM      : 1405170481 

Program Studi : AKUNTANSI  

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

MEDAN 

2018 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 



iv 
 

 



v 
 

ABSTRAK 

 

Lely Mulyati. NPM. 1405170481. Analisis Sistem Pengendalian Intern 

Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Langkat, 2018. Skripsi. 

 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan 

sistem pengendalian intern pada Bapenda Kabupaten Langkat apakah telah sesuai 

dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No. 60 tahun 2008, serta untuk 

melihat upaya apa yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan penerimaan 

daerahnya. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis  

deskriptif, dengan objek penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Langkat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern yang 

diterapkan pada Bapenda Kabupaten Langkat belum memenuhi unsur sistem 

pengendalain intern pemerintah No. 60 tahun 2008 yaitu pada lingkungan 

pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. 

Adanya unsur yang belum berjalan baik pada Bapenda Kabupaten Langkat maka 

terjadi penurunan realisasi penerimaan pada BPHTB dan Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan.  

 

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, BPHTB, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pengendalian intern digunakan sebagai suatu sarana yang digunakan 

untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dari suatu instansi atau perusahaan. 

Melalui pengendalian intern, dapat mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan 

tujuan suatu instansi telah tercapai, masalah-masalah yang ada, serta cara 

mengatasi masalah tersebut.  

Pengendalian intern merupakan tolak ukur suatu instansi atau  

perusahaan untuk melihat keefektifan yang ada di dalam suatu kelompok kegiatan 

tersebut. Jika pengendalian intern suatu usaha lemah, maka kemungkinan 

terjadinya  kesalahan, ketidak akuratan ataupun kecurangan di dalam suatu 

perusahaan sangat besar. Pengendalian intern dibuat untuk memberikan keamanan 

terhadap asset dari pemborosan, kecurangan dan ketidakefisienan. 

Pelaksanaan pengedalian intern di Bapenda Kabupaten Langkat 

diharapkan dapat menjadi alat control terhadap pelaksanaan kegiatan didalamnya 

untuk mencapai efisiensi terhadap masing-masing pajak daerahnya, agar 

penerimaan dari sektor pajak tersebut dapat terealisasi dengan baik, serta 

menambah penerimaan pendapatan asli daerahnya.  

Adapun sumber pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari pajak 

daerah. Menurut Mardiasmo (2011, hal 1) “Pajak daerah yang selanjutnya disebut 

dengan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.  

1 
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Beberapa pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan 

Asli Daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan. Berdasarkan Peraturan Derah Kabupaten 

Langkat No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 

58-60, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan 

adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak 

atas tanah dan/atau bangunan  oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas tanah 

dan/atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta 

bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang 

pertanahan dan bangunan. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 43 dan 44 pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan 

Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi 

untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan 

logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-

undangan di bidang mineral dan batubara.  

Menurut IAPI (2011, hal 319) yang dikutip oleh Sukrisno Agoes (2011, 

hal 100), mendefinisikan 

“Pengendalian Intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan 

tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas 

dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku”. 

 

Dalam meningkatkan penerimaan daerah presiden selaku kepala Negara 

menyelenggarakan Sistem Pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara 

menyeluruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 60 tahun 2008 
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tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian 

intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan 

kemampuan penerimaan daerah pada hal ini pada BPHTB dan Pajak mineral 

bukan logam dan batuan khususnya penerimaan dalam pendapatan asli daerah 

harus dilaksanankan secara terus menerus oleh semua pihak dalam pemerintah 

daerah, agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat. Pemerintah 

diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap 

pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keluasan daerah. 

langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk 

meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang ril 

dimiliki daerah. Mengoptimalisasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan 

pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar PAD 

adalah dua komponen tersebut.  

Pelaksanaan pemungutan pajak terdiri dari rangkaian kegiatan yang 

saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan tersebut 

dimulai dari proses pengumpulan data, prosedur penetapan pajak, prosedur 

penagihan pajak, sampai dengan prosedur pengawasan penyetoran pajak. Prosedur 

tersebut rawan akan penyimpangan yang dapat dilakukan, untuk itu diperlukan 

Sistem pengendalian intern yang baik dalam pemungutan pajak untuk mengawasi 
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seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut agar tidak terjadi penyimpangan 

ataupun meminimalisir penyimpangan yang terjadi agar dapat dihindari.  

Pengendalian intern sangat berperan dalam merealisasikan prediksi 

ataupun tujuan yang ingin dicapai, dengan adanya pengendalian intern diharapkan 

segala yang telah direncanakan dapat berjalan baik sesuai yang diinginkan agar 

dapat dicapai secara normal, dengan adanya pengendalian yang dilakukan pada 

Bapenda Kabupaten Langkat diharapkan dapat memicu kerjasama yang baik 

antara sesama pegawai, dan antar petugas dengan wajib pajak. 

Sistem pengendalian Intern dapat berjalan dengan efektif dan efisien 

apabila Bapenda Kabupaten Langkat dapat menjalankan aktivitasnya dengan 

memenuhi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yaitu: Lingkungan Pengendalian, 

Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan 

Pemantauan.  

Penerapan sistem pengendalian intern yang terdapat pada Bapenda 

dengan mengacu kepada hasil wawancara yang penulis lakukan masih terdapat 

unsur-unsur pengendalian intern yang belum berjalan memenuhi Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yaitu pada lingkungan 

pengendalian, pada bagian penegakan integritas dan nilai etika. Nilai etika 

pegawai pada Bapenda Kabupaten Langkat masih kurang baik, hal itu 

dikarenakan masih terdapat pegawai yang pulang pada jam kerja, serta tidak 

melakukan apel pagi. Pada penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat 

tentang pembinaan sumber daya manusia, telah dilakukannya pelatihan khusus 

bagi pegawai, tetapi tidak diberlakukan penghargaan terhadap pegawai yang 
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kinerjanya baik. Pada penilaian resiko, walaupun sudah mengacu kepada 

Peraturan Bupati Langkat No. 66 Tahun 2016, pengidentifikasian resiko masih 

belum dilakukan, dan didalam SOP tidak terdapat prosedur untuk menentukan 

resiko, padahal resiko merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi penerimaan 

pajak daerah misalnya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, kesalahan 

pada sistem informasi, teknologi ataupun terdapat personel baru yang belum 

memahami betul cara kerja atau kemahiran pegawainya yang dinilai masih 

kurang. Pada Informasi dan komunikasi, kurangnya sarana komunikasi yang 

disediakan pusat yang seharusnya dapat mempermudah kinerja Bapenda, serta 

pengembangan sistem masih kurang karena alat yang terbatas. Pada Pemantauan 

yaitu pada bagian pemantauan berkelanjutan, pemantauan telah dilakukan oleh 

Bapenda, namun pemantauan berkelanjutan yang masih kurang dilakukan 

Bapenda, hal tersebut yang mengakibatkan sulitnya ditemukan hambatan untuk 

pendapatan pajak daerahnya. Pada evaluasi, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan 

belum secara optimal. Pada Tindak lanjut rekomendasi, tindak lanjut tidak segera 

dilaksanakan sesuai dengan mekanisme.Tindak lanjut terhadap hasil temuan juga 

tidak langsung diupayakan karena proses penindak lanjutannya yang memakan 

waktu sehingga penindak lanjutannya sulit untuk segera dapat diupayakan. 

Sosialisasi terhadap masyarakat sangat jarang sekali dilakukan, mengingat 

masyarakat sangat sulit menerima peraturan tentang pembayaran pajak, Bapenda 

tidak mendapat respon positif dari masyarakat sehingga tidak memberikan hasil 

yang nyata bagi Bapenda, hal ini yang menyebabkan Bapenda jarang melakukan 

sosialisasi. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Desi Pakadang (2013), tentang evaluasi 

penerapan pengendalian intern bahwa “sistem pengendalian intern telah memadai 

sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern, namun masih terdapat 

aspek yang perlu diperbaiki, yaitu dari penilaian resiko dan pemantauan masih 

perlu diperhatikan”. Karamoy (2013) dalam penelitian tentang evaluasi 

pelaksanaan sistem dan prosedur di Dinas Pendapatan Kota Manado, 

menunjukkan bahwa “Secara umum Dispenda Kota Manado sudah menerapkan 

sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan tersebut, namun dalam pelaksanaan 

pengendalian intern belum begitu memadai, karena dalam pelaksanaan aktivitas 

belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada”. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan pada Badan Pendapatan  Daerah Kabupaten Langkat “. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Dalam unsur lingkungan pengendalian ditemukan penerapan integritas dan 

nilai etika pegawai serta penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat 

tentang pembinaan sumber daya manusia belum berjalan dengan baik.  

2. Dalam penilaian resiko identifikasi resiko tidak ditentukan sehingga analisis 

resiko juga tidak dapat ditentukan.  
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3. Terkait informasi dan komunikasi, sarana komunikasi yang disediakan oleh 

pusat kurang memadai. 

4. Pada unsur pemantauan, pemantauan berkelanjutan, evaluasi, dan tindak 

lanjut rekomendasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.  

5. Upaya-upaya yang dilakukan Bapenda belum dapat terlihat pengaruhnya 

terhadap penerimaan daerahnya.  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasaskan latar belakang masalah penelitian, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah penelitian yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan dan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat? 

2. Apakah penerapan sistem pengendalian intern bea perolehan hak tas tanah 

dan bangunan dan pajak mineral bukan logam dan batuan sudah sesuai 

dengan sistem pengendalian intern pemerintah No. 60 Tahun 2008? 

3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan Bapenda untuk dapat meningkatkan 

penerimaan daerahnya? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk menghetahui dan menganalisis penerapan sistem pengendalian 

Intern penerimaan BPHTB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan pada Bapenda Kabupaten Langkat. 

b. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pemerintah No. 

60 Tahun 2008 telah tercapai dengan penerapan sistem pengendalian 

intern yang dilakukan oleh Bapenda.  

c. Untuk mengetahui upaya-upayaapa saja yang dilakukan Bapenda guna 

meningkatkan penerimaan daerahnya.  

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Penulis  

Penulis dapat memperoleh pengetahuan tentang sistem pengendalian 

intern yang digunakan untuk diaplikasikan pada Pajak Daerah.  

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bapenda 

Kabupaten Langkat untuk memberikan masukan tentang sistem 

pengendalian Intern yang diterapkan agar dapat mempertahankan atau 

meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah yang ada untuk 

dapat dilakukan pengawasan yang lebih optimal dan potensi pajak dapat 

seluruhnya digali agar penerimaan Pajak Daerah pada Bapenda dapat 

selalu mencapai target yang telah ditetapkan. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi, serta memberikan 

informasi dan sebagai bahan perbandingan penelitian mengenai sesuatu 

yang dibahas dalam penelitian ini.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Uraian Teoritis 

1. Sistem Pengendalian Intern  

a. Pengertian Pengendalian Intern 

Pengedalian intern merupakan istilah yang telah umum digunakan dalam 

berbagai variasi kepentingan dan pengertian. Fungsi dari pengendalian intern 

semakin penting dikarenakan semakin berkembang perusahaan. Semua pimpinan 

perusahaan harus menyadari dan memahami betapa pentingnya pengendalian 

intern.  

Menurut Siti Kurnia Rahayu ( 2010, hal 221) menyatakan bahwa:  

“ Pengendalian intern adalah suatu proses, yang berkaitan dan 

terintegrasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai 

guna mencapai tujuan-tujuan berikut ini: keandalan pelaporan 

keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi”.   

 

Menurut Beasley, dkk. (2011, hal 137) Pengendalian Intern adalah: 

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan 

personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) 

keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifikas dan efisiensi operasi, 

dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”  

 

a. Keandalan Pelaporan Keuangan  

Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan kreditor 

dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum 

maupun profesionalisme untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan 

wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian yang 

10 
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efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab 

pelaporan keuangan ini. 

b. Efektivitas dan Efisiensi Operasi  

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorongpenggunaan sumber 

daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang 

dituju perusahaan. 

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

Perusahaan publik, non-publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk 

memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada 

yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan 

terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang terkait erat 

dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak peghasilan dan kecurangan. 

Faktor yang menyebabkan makin pentingnya sistem pengendalian intern, 

antara lain: 

a. Perkembangan kegiatan dan skalanya yang menyebabkan kompleksitas 

struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi semakin rumit. Untuk dapat 

mengawasi operasi organisasi, manajemen hanya mengandalkan kepercayaan 

atas berbagai laporan dan analisa. 

b. Tanggung jawab utama untuk melindungi aset organisasi, mencegah dan 

menemukan kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan terletak pada 

manajemen sehingga manajemen harus mengatur sistem pengendalian intern 

yang sesuai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.  
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c. Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk 

menutup kekurangan-kekurangan yang bisa terjadi pada manusia. Saling cek 

ini merupakan salah satu katakteristik sistem pengendalian intern yang baik. 

d. Pengawasan yang “built-in” langsung pada sistem berupa pengendalian intern 

yang baik dianggap lebih tepat daripada pemeriksaan secara langsung dan 

detail oleh pemeriksa (khususnya yang berasal dari luar organisasi. 

 

b. Tujuan Pengendalian Intern 

Berikut ini adalah tujuan sistem penendalian intern Mulyadi (2013, hal 

163): 

1) Menjaga kekayaan perusahaan 

Bila sistem pengendalian intern berjalan dengan baik, maka akan dapat 

mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemborosan, ketidakefisienan, dan 

penyalahgunaan terhadap aktiva perusahaan. 

2) Mengecek keakuratan data akuntansi  

Keandalan data informasi akuntansi digunakan oleh manajemen dalam 

pengambilan  keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat dipercaya. 

3) Mendorong Efisiensi 

Kebijakan perusahaan mampu memberikan manfaat tertentu dengan 

memantau setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan guna mendapatkan 

hasil yang sebaik-baiknya. 

4) Mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen 

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka kebijakan, prosedur, sistem 

pengendalian intern yang dirancang untuk memenuhi keyakinan yang 
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memadai bahwa kebijakan, prosedur, yang ditetapkan perusahaan akan 

dipatuhi oleh seluruh karyawan.   

Menurut COSO ada tiga tujuan pengendalian intern yaitu: 

a).  Efektivitas dan efisiensi operasi  

b).  Realibilitas pelaporan keuangan 

c).  Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada 

 

c. Unsur Pengendalian Intern 

Menurut COSO dalam buku William C. Boynton, dkk yang 

diterjemahkan oleh Budi S. I (2007), menyatakan bahwa terdapat lima unsur 

komponen pengendalian intern yang saling berhubungan yaitu: 

1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan 

pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan 

fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya, yang 

menyediakan disiplin dan struktur. 

Lingkungan pengendalian memiliki tujuh komponen, yaitu: 

a) Integritas dan nilai-nilai etik 

b) Komitmen pada kompetensi  

c) Falsafah manajemen 

d) Struktur organisasi 

e) Dewan Komisaris dan Komite Audit yang efektif 

f) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 

g) Kebijakan dan prosedur kepegawaian 
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2) Penaksiran Resiko 

Penaksiran resiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan 

mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang timbul atas penyusunan laporan 

keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia. 

Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti berikut ini: 

a) Perubahan dalam lingkungan operasi 

b) Personel baru 

c) Sistem informasi baru yang akan diperbaiki 

d) Teknologi baru 

e) Lini produk, produk, atau aktivitas baru 

f) Restrukturisasi korporat 

g) Operasi luar negeri 

h) Penerbitan standar akuntansi yang baru. 

3) Aktivitas Pengendalian  

Kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah 

manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian memiliki komponen 

sebagai berikut: 

a) Pemisahan tugas yang memadai  

b) Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas 

c) Pengendalian atas aktiva dan catatan 

d) Pengecekan independen dan pelaksanaan 
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4) Informasi dan komunikasi  

Informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan 

yang memasukkan sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang 

diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis 

mengklasifikasikan, mencatat dan melaporkan transaksi entitas dan juga 

kejadian serta kondisi dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva serta 

kewajiban. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas 

mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian 

internal atas pelaporan keuangan. 

5) Pemantauan  

Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang 

waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian 

tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui 

kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah atau 

dengan berbagai kombinasi dari keduanya.  

Menurut Mulyadi (2013, hal 164) unsur pokok pengendalian intern 

adalah sebagai berikut: 

1.  Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 

a.  Pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dan fungsi akuntansi. 

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan 

semua tahap suatu transaksi.   

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. 
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a.  Otoritas menjamin dipercayanya dokumen transaksi. 

b.  Prosedur pencatatan menjamin tingkat ketelitian dan keandalan . 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap  unit organisasi. 

a. Pemakaian formulir bernomor urut cetak, agar pemakaian dapat 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

b. Pemeriksaan mendadak, untuk mendorong karyawan agar melaksanakan 

tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 

c. Adanya internal check, transaksi dari awal sampai akhir harus melibatkan 

beberapa orang. 

d. Perputaran jabatan, untuk menjaga independensi pejabat dan menghindari 

persengkokolan. 

e. Keharusan pengambilan cuti, karena selama cuti akan digantikan pejabat lain 

dan apabila ada kecurangan akan ketahuan. 

f.  Pencocokan fisik dan catatan secara periodik. 

g. Unit organisasi untuk mengecek efisiensi SPI, karena satuan pengawasan 

intern tidak boleh melaksanakan fungsi operasi, penyimpanan, akuntansi  

dan harus bertanggungjawaban langsung kepada manajemen puncak. 

4.  Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. 

Unsur mutu karyawan yang sesuai dengan tanggungjawabnya merupakan 

unsur pengendalian yang penting, karena apabila karyawan ditempatkan tidak 

sesuai dengan kemampuannya maka seluruh aktivitas tidak dapat berjalan lancar 

dan apa yang dilakukan tidak akan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, 

unsur manusia atau karyawan harus benar-benar ditempatkan sesuai dengan 
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bidang dan kemampuannya serta memiliki tugas yang telah ditetapkan agar apa 

yang menjadi tujuan perusahaan dapat berjalan dengan baik.  

 

d. Fungsi Pengendalian Intern 

Menurut Romney dan Steinbart yang diterjemahklan oleh Kwary, D. A., 

Fitriasari D.(2007, hal 4)mengemukakan bahwa pengendalian internal 

melaksanakan tiga fungsi penting sebagai berikut: 

1) Pengendalian untuk Pencegahan (Preventive Control) 

Memperkerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan 

tugas pegawai yang memadai dan secara efektif mengendalikan akses fisik 

atas aset, fasilitas dan informasi merupakan pengendalian pencegahan yang 

efektif. 

2) Pengendalian untuk Pemeriksaan (Detective Control) 

Pengendalian untuk pemeriksaan adalah pemeriksaan salinan atas 

perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap 

bulan. 

3) Pengendalian Korektif (corrective Control) 

Memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk 

pemeriksaan. Prosedur yang dilaksanakan juga untuk mengidentifikasi 

masalah, memperbaiki kesalahan yang ada, dan mengubah sistem agar 

masalah dapat diminimalisasikan atau dihilangkan. 
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e. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Sistem  pengendalian intern pemerintah  menurut  peraturan pemerintah  

No. 60 Tahun 2008.  Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral  pada  

tindakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan  

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan  

keuangan,  pengamanan  aset  Negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan 

perundang-undangan. 

1) Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Unsur-unsur SPIP sesuai dengan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 

2008 ialah : 

a).  Lingkungan Pengendalian 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan 

pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk 

penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui: 

(1) Penegakan Integritas dan nilai etika 

Dimana pemerintah  harus  menyusun  dan  menerapkan  aturan  perilaku, 

memberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan pada setiap tingkat. 

(2)  Komitmen terhadap kompetensi 

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan 

fungsi masing-masing posisi, menyusun standar kompetensi untuk 

menyelesaikan tugas dan fungsi yang dibutuhkan, menyelenggarakan 

pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaanya. 
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(3) Kepemimpinan yang kondusif 

Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan 

interaksi  secara intensif  dari  pejabat  yang  tinggi  kepada  tingkatan  yang 

lebih rendah,  merespon  secara  positif  terhadap  pelaporan  yang  berkaitan 

dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan. 

(4) Pembentukan strukur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan  

Menyesuaikan  dengan  ukuran  sifat  kegiatan  instansi  pemerintah, 

memberikan  kejelasan  wewenang  dan  tanggungjawab,  menetapkan  

jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. 

(5) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat 

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat dan 

tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan. 

(6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber 

daya manusia. 

Penetapan kebijakan dan prosedur sejak recruitment sampai pemberhentian 

karyawan, penelusuran latar belakang calon pegawai. 

(7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,keberanian, kehematan, 

efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan instansi, memelihara dan 

meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah. 

(8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 

Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi 

pemerintahan yang terkait.  
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b).  Penilaian Resiko 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang dihadapi 

baik dari luar ataupun dari dalam. Yang terdiri dari: 

(1) Identifikasi Resiko 

Identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan: 

(a) Menggunakan  metodelogi  yang  sesuai  untuk  tujuan  Intansi 

Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif. 

(b) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari 

faktor eksternal dan faktor internal. 

(c)  Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.  

(2) Analisis Resiko 

Analisis resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko yang 

telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. 

Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

menentukan tingkat resiko yang dapat diterima. 

c).  Kegiatan Pengendalian 

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan 

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan 

fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian  

membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah 

dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 
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d).  Informasi dan Komunikasi 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. 

Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan 

secara efektif. Untuk menyelenggarakan  komunikasi  yang  efektif  pimpinan  

Intansi  Pemerintah  harus sekurang-kurangnya: 

(1)  Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;  

(2) Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara 

terus menerus. 

e).  Pemantauan 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem 

Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksankan 

melalui: 

(1)  Pemantauan berkelanjutan  

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana diselenggarakan melalui kegiatan 

pengelolaan rutin, sepervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain 

yang terkait dalam pelaksanaan tugas. 

(2)  Evaluasi 

Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui 

penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas sistem pengendalian 

intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat 

dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 
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(3)  Tindak lanjut rekomendasi  

Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan 

dilaksanakan sesuai dengan  mekanisme  penyelesaian  rekomendasi  hasil 

audit yang ditetapkan. 

 

f. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kemampuan 

Penerimaan  Daerah  

Menurut Rahardjo Adisasmita (2010, hal 101) upaya yang perlu 

dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah 

yaitu : 

1). Memperluas basis penerimaan  

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat 

dipungut oleh daerah, yang dalam perhtungan ekonomi dianggap potensial, 

antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial dan 

jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki 

penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. 

2). Memperkuat proses pemungutan  

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan yaitu antara 

lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif 

retribusi dan peningkatan SDM. 

3). Meningkatkan pengawasan  

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan 

secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan 
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sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta 

meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. 

4). Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan 

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki 

prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, 

meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan. 

5). Menigkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. 

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi 

terkait di daerah.  

 

2. Pendapatan Asli Daerah 

a. Pengertian Pendapatan Asli daerah (PAD) 

Menurut Marihot P. Siahaan (2010, hal 13) menyatakan bahwa : 

 

 “Pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku meliputi: hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil 

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya yang dipisahkan; antara lain bagian laba, dividen dan 

penjualan saham milik daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah , antara lain hasil penjualan aset tetap daerah, dan jasa giro”. 

 

Fungsi-fungsi pemerintahan daerah yaitu pengaturan, pelayanan, dan 

pemberdayaan, fungsi-fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif apabila 

kemampuan fiskal atau pajak dari daerah itu dikelola dengan baik. Dengan 

demikian, apabila pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun 

akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan 

dana dari pusat dan juga daerah semakin leluasa dalam membelanjakan 
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penerimaan mereka sesuai dengan pembangunan daerah mereka. Kemampuan 

pajak daerah ini dapat diukur setiap tahunnya melalui anggaran pendapatan dan 

belanja daerah.  

 

b. Pajak Daerah  

Menurut  Mardiasmo  (2011, hal 12)  menyatakan  “pajak  daerah  adalah  

iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 

imbalan langsung  yang  seimbang,  yang  dapat  dilaksanakan  berdasarkan  

peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggara pemerintah daerah”.  

Definisi  pajak  daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah: 

„‟Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Pajak,  adalah  kontribusi  

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk  

keperluan  Daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat‟‟. 

 

Pajak  daerah  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  sebagai  berikut  

menurut Marihot P. Siahaan (2010, hal 42): 

1. Pajak Provinsi, terdiri dari berikut ini.  

a.  Pajak Kendaraan Bermotor  

b.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

c.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

d.  Pajak Air Permukaan  

e.  Pajak Rokok 

 



25 
 

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari berikut ini.  

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran  

c. Pajak Hiburan  

d. Pajak Reklame  

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB -P2)  

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Menurut  Meutia  Fatchanie  (2007, hal 28)  bahwa  Pajak  Daerah 

merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak 

daerah antara lain: 

a. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

b. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan 

pembangunan daerah.  
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3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

a. Pengertian BPHTB 

Menurut Diaz Priantara (2013, hal 584) BPHTB adalah Pajak yang 

dikenakan atas tanah dan atau bangunan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah 

hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 

tentang Rumah Susun, dan ketentuan lainnya. 

Sementara menurut Marihot P. Siahaan (2010, hal 579), menjelaskan 

bahwa: 

”BPHTB adalah pajak atas perolehan Hak atas tanah dan/atau 

bangunan. Yang dimaksud dengan Perolehan hak atas tanah 

dan/bangunan  adalah perbuatan  atau  peristiwa  hukum  yang 

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh 

orang pribadi atau badan, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan 

di atasnya”. 

Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB),  diatur  

dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan  diIndonesia,  yaitu  dengan  UU  

No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

Serta diatur dalam UU Republik Indonesia N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah.  
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b.  Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Adapun Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk 

hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam UU 

No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No.16 

Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan perundang-undangan 

lainnya.Peraturan  Daerah  Kabupaten  Langkat  Nomor  1  Pasal  48  ayat  3  

Tahun 2011 yang menjadi Hak atas Tanah dan Bangunan adalah:  

1) Hak Guna Usaha; 

2) Hak Guna Bangunan; 

3) Hak Pakai; 

4) Hak Milik atas satuan rumah susun; dan 

5) Hak Pengelolaan. 

c. Objek, Subjek dan Wajib Pajak BPHTB  

1). Objek BPHTB 

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Langkat  Nomor  1  Pasal  48  ayat  2  

Tahun 2011  yang  menjadi  objek  pajak  adalah  perolehan  hak  atas  tanah  dan  

atau bangunan adalah: 

1).  Pemindahan Hak, karena: 

a.Jual beli; 

b. Tukar menukar; 

c. Hibah; 

d. Hibah Wasiat;  

e. Waris;  

f. Pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum Lain; 
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g. Pemisahan Hak yang Mengakibatkan Peralihan; 

h. Lelang; 

i. Pelaksanaan  Putusan  Hakim  yang  mempunyai  Kekuatan  Hukum Tetap; 

j. Penggabungkan Usaha; 

k. Objek Peleburan Usaha; 

l. Pemekaran Usaha, dan  

m. Hadiah. 

2).  Pemberian hak baru karena: 

a. Kelanjutan Pelepasan Hak, atau 

b. Diluar Pelepasan Hak. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat(1) terdapat beberapa objek pajak  

a. yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasar azas perlakuan timbal 

balik; 

b.  Objek yang diperoleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau 

untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; 

c.  Objek yang diperoleh Badan/Perwakilan organisasi internasional yang 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak 

menjalankan usaha/kegiatan lain diluar fungsi dan tugasnya; 

d.  Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena Konversi  Hak  atau karena 

perbuatan Hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; 

e. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena Wakaf;dan 

f. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena kepentingan ibadah. 
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2). Subjek BPHTB  

Menurut Siti Resmi (2013) “Yang menjadi subjek pajak adalah orang 

pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Subjek pajak 

yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak BPHTB 

menurut Undang-Undang BPHTB”. 

3). Wajib Pajak 

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah.  

 

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

a. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Dalam Pasal 1 ayat 43 dan 44 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No.1 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan Logam dan Batuan, baik 

dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan 

sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral 

dan batubara.  

b. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

1). Objek Pajak 

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan 

pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: 
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a. Asbes; 

b. Batu tulis; 

c. Batu setengah permata; 

d. Batu kapur; 

e. Batu apung; 

f. Batu permata; 

g. Bentonit; 

h. Dolomit; 

i. Feldsdar; 

j. Garam batu (halite); 

k. Grafit; 

l. Granit/andesit; 

m. Gips; 

n. Kalsit; 

o. Kaolin; 

p. Leusit; 

q. Magnesit; 

r. Mika; 

s. Marmer; 

t. Nitrat; 

u. Opsidien; 

v. Oker; 

w. Pasir dan kerikil; 

x. Pasir kuarsa; 

y. Perlit; 

z. Phosfat; 

aa. Talk; 

bb. Tanah serap; 

cc. Tanah diatome; 

dd. Tanah liat; 

ee. Tawas (alum); 

ff. Tras; 

gg. Yarosif; 

hh. Zeolit; 

ii. Basal; 

jj. Trakkit; dan 

kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

b). Subjek Pajak 

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi 

atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
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c). Wajib Pajak 

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau 

Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

 

5. Penelitian Terdahulu 

Pada tabel dibawah ini diterangkan penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai sistem pengendalian intern. 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama  Judul  Variabel 

Penelitian 

Kesimpulan  

1 Moh. 

Sofyan 

(2016) 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Pengelolaan 

Pajak Restoran 

dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Kota Bogor 

Variabel X:  

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Pengelolaan 

Pajak 

Restoran. 

 

Variabel Y: 

Dinas 

Pendapatan 

Daerah Kota 

Bogor  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

sistem pengendalian 

intern pengelolaan 

pajak restoran Dinas 

Pendapatan Daerah 

(Dispenda) Kota Bogor 

sudah berjalan baik. 

Namun Dispenda 

sebaiknya 

mempertahankan dan 

meningkatkan 

persentase pajak 

restoran terhadap 

pendapatan asli daerah 

melalui usaha-usaha 

intensifikasi dan 

ekstensifikasi 

pemungutan pajak 

restoran.  

2 Rezki 

Amelia 

(2017) 

Analisis Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Penerimaan 

Pajak Hotel dan 

Pajak Reklame 

pada Dispenda 

Variabel X1: 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Penerimaan 

Pajak Hotel 

Variabel X2: 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

sistem pengendalian 

intern Pajak Hotel 

sudah cukup baik,ini 

dapat dilihat dari 

cukup tingginya 
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Kota Medan. 

Skripsi 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Penerimaan 

Pajak 

Reklame. 

Variabel Y: 

Dispenda 

Kota Medan 

efektivitas realisasi 

yang diperoleh. Sistem 

pengendalian intern 

Pajak Reklame belum 

cukup baik, hal ini 

dapat dilihat dari 

rendahnya efektivitas 

realisasi yang 

diperoleh. 

3 Priska, dkk 

(2015) 

Analisis Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Penerimaan 

Pajak Daerah di 

Kabupaten 

Halmahera Utara 

Variabel X: 

Pengendalian 

Intern 

Penerimaan 

Pajak. 

 

Variabel Y: 

Dinas 

Pendapatan, 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

(DPPKAD) 

Kabupeten 

Halmahera 

Utara.  

Hasil peneltian 

menunjukkan sistem 

pengendalian intern 

penerimaan pajak 

daerah pada DPPKAD 

Kabupeten Halmahera 

Utara masih terdapat 

ketidak sesuaian 

dengan PP RI No. 60 

Tahun 2008, karena 

masih ditemukan 

bebrapa kelemahan 

yaitu berhubungan 

dengan sumber daya 

manusia yang masih 

kurang dibidang 

pendapatan dan belum 

diberlakukan reward 

kepada pegawai. 

Namun dari beberapa 

unsur pengendalian 

intern sudah berjalan 

baik.  

 

B. Kerangka Berpikir 

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak 

daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa sumber 

pendapatan asli daerah yaitu Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan 

pajak mineral bukan logam dan batuan. Bea Perolehan hak atas tanah dan 

bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan. Hak 
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atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, 

beserta bangunan diatasnya, pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan 

pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan Logam dan Batuan.  

 Sistem Pengendalian intern merupakan suatu proses yang sangat 

berperan dalam merealisasikan prediksi ataupun tujuan yang ingin dicapai, dengan 

adanya pengendalian intern seharusnya segala yang telah direncanakan dapat 

berjalan baik sesuai yang diinginkan agar dapat dicapai secara normal. Sistem 

pengendalian Intren dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila suatu 

instansi dapat menjalankan aktivitasnya dengan memenuhi unsur-unsur Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 

Tahun 2008 yaitu : 

1. Lingkungan Pengendalian  

Lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif 

untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya 

melalui: 

a. Penegakan Integritas dan nilai etika 

Dimana pemerintah harus menyusun dan menerapkan aturan perilaku, 

memberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan pada setiap tingkat. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan 

fungsi masing-masing posisi, menyusun standar kompetensi untuk 

menyelesaikan tugas dan fungsi yang dibutuhkan, menyelenggarakan 

pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaanya. 
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c. Kepemimpinan yang kondusif 

Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan 

interaksi  secara intensif  dari  pejabat  yang  tinggi  kepada  tingkatan  yang 

lebih rendah,  merespon  secara  positif  terhadap  pelaporan  yang  berkaitan 

dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan. 

d. Pembentukan strukur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan  

Menyesuaikan dengan ukuran sifat kegiatan instansi pemerintah, 

memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab, menetapkan jumlah 

pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. 

e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat 

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat dan 

tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan. 

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber 

daya manusia. 

Penetapan kebijakan dan prosedur sejak recruitment sampai pemberhentian 

karyawan, penelusuran latar belakang calon pegawai. 

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,keberanian, kehematan, 

efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan instansi, memelihara dan 

meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah. 

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 

Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi 

pemerintahan yang terkait.  
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2. Penilaian Resiko 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko  yang dihadapi 

baik dari luar ataupun dari dalam. Yang terdiri dari: 

a. Identifikasi Resiko 

Identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan: 

1). Menggunakan  metodelogi  yang  sesuai  untuk  tujuan  Intansi 

Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif. 

2). Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari 

faktor eksternal dan faktor internal. 

3).  Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.  

b. Analisis Resiko 

Analisis resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko yang 

telah  diidentifikasi  terhadap  pencapaian  tujuan  Instansi  Pemerintah. 

Pimpinan  Instansi  Pemerintah  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam 

menentukan tingkat resiko yang dapat diterima. 

3. Kegiatan Pengendalian 

Pimpinan instansi pemerintah wajib  menyelenggarakan  kegiatan pengendalian 

sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi  

Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan 

bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan 

pengendalian harus efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. 
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Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan 

secara efektif. Untuk menyelenggarakan  komunikasi  yang  efektif  pimpinan  

Intansi  Pemerintah  harus sekurang-kurangnya: 

a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;  

b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus 

menerus. 

5. Pemantauan 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem 

Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksankan 

melalui: 

a. Pemantauan berkelanjutan  

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana diselenggarakan melalui kegiatan 

pengelolaan rutin, sepervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain 

yang terkait dalam pelaksanaan tugas. 

b. Evaluasi 

Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud diselenggarakan  melalui 

penilaian  sendiri, review dan pengujian efektivitas system pengendalian 

intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat 

dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern 

sebagaimana  tercantum dalam Lampiran yang  merupakan  bagian  yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 
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c. Tindak lanjut rekomendasi  

Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan 

dilaksanakan  sesuai  dengan  mekanisme  penyelesaian  rekomendasi  hasil 

audit yang ditetapkan. 

Dengan diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No. 60 

Tahun 2008, dapat dijadikan landasan untuk memperoleh kesimpulan apakah 

penerapan sistem pengendalian intern suatu instansi sudah berjalan dengan baik 

sesuai dengan fungsinya ataukah masih terdapat hambatan. 

  



38 
 

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah:  

Gambar II.1 

Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Metode yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif.Deskriptif 

analitis adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga memberikan 

informasi dalam mengambil keputusan. Menurut Sugiyono (2016 hal 8) 

menyatakan bahwa: “ metode penelitian deskriptif disebut juga metode penelitian 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah ( natural 

setting)”.  

 

B. Definisi Operasional Variabel 

Sistem pengendalian intern pemerintahan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Langkat dalam sistem pengendalian intern BPHTB dan Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa optimal pengendalian intern yang diterapkan. Adapun 

definisi dari masing-masing komponen sistem pengendalian intern tersebut 

adalah: 

1. Lingkungan Pengendalian Internal 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen 

pengendalian internal atau merupakan fondasi dari komponen lainnya.  

Meliputi beberapa faktor yaitu: 
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a. Integritas dan Etika 

Yaitu penyusunan aturan perilaku dan keteladanan pegawai yang diterapkan 

oleh Bapenda. Pada Bapenda belum berjalan baik, yaitu masih terdapat 

pegawai yang pulang pada jam kerja untuk kepentingan pribadinya.  

b. Komitmen untuk meningkatkan kompetensi 

Komitmen merupakan suatu kegiatan menyelesaikan  tugas  dan  fungsi  

yang dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk 

meningkatkan kompetensi pekerjaanya, pada Bapenda telah berjalan baik, 

yaitu dengan dilakukannya pelatihan dan bimbingan pada pegawainya.   

c. Kepemimpinan yang kondusif 

Kepemimpinan yang kondusif yaitu mempertimbangkan resiko dalam 

mengambil keputusan, dan menjaga interaksi antara atasan dan bawahan, 

pada Bapenda telah dilakukan dengan baik, atasan dan bawahan saling 

berinteraksi dengan baik, karena dengan sesama saling berinteraksi tidak 

terdapat kejanggalan dalam diri para pegawai yang akan berakibat pada 

pencapaian tujuan yang sesuai. 

d. Pembentukan strukur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan  

Yaitu penyesuaikan kebutuhan jumlah pegawai dan ukuran sifat kegiatan 

untuk menjalankan aktivitas. Pada Bapenda sudah berjalan baik sesuai 

dengan Peraturan Bupati Langkat No. 66 tahun 2016 tentang kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bapenda Kabupaten 

Langkat.  
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e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat 

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat dan 

tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan. Pada Bapenda 

Kabupaten Langkat sudah tepat dan efektif dengan telah disusunnya 

laporan pertanggungjawaban.  

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia. 

Yaitu Penetapan kebijakan dan prosedur sejak recruitment sampai 

pemberhentian karyawan, pada Bapenda telah dilakukannya pelatihan 

khusus bagi pegawai, tetapi tidak diberlakukan penghargaan terhadap 

pegawai yang kinerjanya baik.  

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. 

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,keberanian, 

kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan instansi. Pada 

Bapenda Kabupaten langkat keyakinan terhadap pencapaian tujuan instansi 

sudah baik dilakukan dengan adanya audit eksternal yaitu Badan Pemeriksa 

Keuangan.  

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 

Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi 

pemerintahan yang terkait. Yang dilakukan bapenda yaitu hubungan kerja 

sudah dilakukan, misalnya seperti hubungan kerja terhadap Bappeda, dan 

Badan Pemeriksa Keuangan.  
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2. Penilaian Resiko 

Terdiri dari identifikasi resiko. Identifikasi resiko meliputi pengujian 

terhadap faktor-faktor eksternal seperti pengembangan teknologi, persaingan, dan 

perubahan ekonomi. Faktor internal diantaranya kompetisi karyawan, sifat dari 

aktivitas bisnis, dan karakterister pengolahan sistem informasi. Sedangkan analisis 

resiko meliputi kemungkinan terjadinya resiko dan bagaimana mengelola resiko. 

Pada Bapenda masih kurang dilakukan, yaitu tidak ditetapkannya resiko yang 

akan terjadi dimasa yang akan datang. Seperti resiko kesalahan penyusunan 

laporan keuangan, sistem di Bapenda nya, serta personel baru yang kurang 

memiliki kompetensi. 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas  pengendalian  membantu memastikan bahwa arahan pimpinan 

instansi pemerintah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian harus efektif dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Pada Bapenda Kabupaten Langkat setiap kegiatan-

kegiatan atau transaksi yang terjadi, disertai dengan otorisasi oleh pihak Bapenda 

agar penyimpangan ataupun kebocoran tidak terjadi. Berdasarkan SOP setiap 

kegiatan yang akan dilakukan, hasil ketikannya selalu diperiksa atau dicek 

kembali  oleh Kasubbag Umum. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi 

atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Pada 

Bapenda Kabupaten Langkat kurangnya sarana komunikasi yang disediakan pusat 
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yang dapat mempermudah kinerja Bapenda, serta pengembangan sistem masih 

kurang karena alat yang terbatas. 

5. Pemantauan 

Pemantauan berkelanjutan pada Bapenda masih kurang dilakukan, 

pemantauan dilakukan untuk mengetahui hambatan pendapatan pajak. 

Pelaksanaan evaluasi masih kurang dilakukan, serta tindak lanjut rekomendasi 

sudah dilakukan tetapi memakan waktu yang lumayan lama, serta kurangnya 

sosialisasi terhadap masyarakat, akibat dari kurangnya respon positif dari 

masyarakat.  

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat penelitian 

Tempat penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Langkat, Jalan Imam Bonjol No. 1 B, Stabat, Kabupaten Langkat. 
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2. Waktu Penelitian 

Adapun Penelitian ini direncanakan dari Bulan Desember sampai April 

2018. 

Tabel III.1 

Waktu Penelitian Direncanakan 

No  Kegiatan 2017-2018 

Desember Januari Februari Maret April 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

Judul 
                    

2 Pra Riset                     

3 Penyusunan 

dan 

Bimbingan 

Proposal 

                    

4 Seminar 

Proposal 
                    

5 Penyusunan 

dan 

Bimbingan 

Skripsi 

                    

6 Sidang 

Meja Hijau 
                    

 

 

D. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif, data kualitatif yaitu data yang berupa penjelasan atau pernyataan yang 

tidak berbentuk angka-angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa 

angka-angka yang akan dideskripsikan dan direpresentasikan. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer dan 

Sekunder. Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dengan cara wawancara terhadap objek penelitian,yang menjadi objek wawancara 
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adalah pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Sedangkan data 

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yakni berupa 

bukti-bukti seperti buku, catatan dan laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (dokumen) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. 

Menurut Sugiyono (2016, hal 137) menyatakan bahwa: “ Sumber data primer 

dalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data”.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang digunakan adalah : 

1. Teknik wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk mengetahui masalah 

yang ingin diteliti dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara 

langsung dengan pihak yang berkompeten dan berwenang.  

Menurut Sugiyono (2016, hal 137) menyatakan bahwa: “wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam”. 

2. Dokumentasi, yaitu penulis menganalisis data dari dokumen-dokumen yang 

terkait dengan topik penelitian. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan 

analisis yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta 

menginterprestasikan data tentang sistem mengenai masalah yang diteliti. 

Tahapannya yaitu: 

1. Pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data 

berupa data target dan realisasi Bapenda tahun 2012 sampai dengan tahun 

2016.  

2. Melakukan wawancara, wawancara dilakukan dengan respondennya yaitu 

Sekretaris Bapenda Kabupaten Langkat. Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui permasalahan 

secara lebih mendalam.  

3. Melakukan analisis terhadap SPIP untuk menjawab rumusan masalah. 

4. Membuat kesimpulan hasil analisis.  

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat 

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7200/SJ 

Tanggal 21 Maret 2000, Perihal Penataan Perangkat Daerah, dipandang perlu 

melakukan Penataan Kelembagaan, Perangkat Daerah berdasarkan analisa 

kebutuhan organisasi. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka dipandang  

perlu pengintegrasian antara Dinas Pendapatan Daerah Tk. II  Kabupaten  Langkat 

dengan Dinas Pasar Daerah Tk. II Kabupaten Langkat menjadi Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Langkat. Untuk membentuk oraganisasi dan Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah yakni No. 1 Tahun 

2011. Berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) tersebut maka terbentuklah Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. 

2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat 

Badan Pendapatan Daerah adalah Unsur  Pelaksanaan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Langkat dibidang Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Daerah yakni Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi 

perangkat Daerah Kabupaten Langkat. 
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Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat: 

a. Badan Pendapatan Daerah terdiri dari: 

1). Kepala Badan 

2). Sekretaris 

3). Bidang Pendataan dan Penetapan 

4). Bidang Penagihan dan Keberatan 

5).  Bidang Pengendalian dan Pelaporan 

6).  Unit pelaksana teknis 

7).  Kelompok Jabatan Fungsional 

b. Sekretaris membawahi: 

1).  Sub Bagian Umum 

2).  Sub Bagian Keuangan 

c. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi: 

1).  Sub Bidang Pendataan dan Penilaian 

2).  Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan 

d. Bidang Penagihan dan Keberatan membawahi: 

1). Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi 

2). Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan 

e. Bidang Pengendalian dan Pelaporan membawahi: 

1).  Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional 

2). Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan 

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 pasal 4 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Badan Pendapatan 
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Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah  

dibidang Pendapatan Daerah serta  tugas-tugas lain yang diserahkan oleh  Bupati. 

Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan  

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  

Langkat,  Badan  Pendapatan  Daerah  mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a). Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah. 

b). Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah. 

c). Pelaksanaan evaluasi bidang pendapatan daerah. 

d). Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah. 

e). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

3. Sistem Pengendalian Intern Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.  

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan  

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem 

pengendalian intern, bahwa unsur-unsur sistem pengendalian intern terdiri dari: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian  pada  Bapenda  Kabupaten  Langkat  terhadap 

penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak mineral bukan 

logam dan batuan dapat dijelaskan berdasarkan faktor-faktor berikut ini: 
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1).  Penegakan integritas dan nilai etika 

Integritas yang diterapkan pada Bapenda Kabupaten Langkat sebenarnya 

sudah baik. Adanya visi, misi, dan tujuan Bapenda tersebut sehingga kepala dinas, 

kepala bidang serta pegawai berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman 

dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi masih terdapat 

kekurangan dalam penerapan nilai etika pegawaiseperti kurang disiplin dan 

terdapatpegawai yang pulang pada waktu yang tidak ditentukan. Ini disebabkan  

kurangnya sistem yang mengatur tentang kedisiplinan pegawai. Hal ini dapat 

mengakibatkan pekerjaan menjadi tertunda. 

2). Komitmen terhadap kompetensi 

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten 

Langkat sudah cukup baik. Bapenda mengarahkan para pegawainya untuk dapat 

bekerja secara profesional dengan cara melakukan bimbingan dan pelatihan 

terhadap para pegawainya. Tetapi dalam pengangkatan tiap pegawainya untuk 

ditempatkan pada posisi tertentu pihak Bapenda memilih belum berdasarkan 

kemampuan dan keahlian yang dimiliki pegawainya. Meskipun demikian, telah 

dilakukan verifikasi terhadap para pegawainya untuk melihat kemampuan 

pegawai pada posisi yang baru.  

3). Kepemimpinan yang kondusif 

Pimpinan memberikan intruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain 

itu pimpinan melakukan interaksi secara intensif terhadap bawahannya agar setiap 

arahan yang disampaikan dapat langsung diterima dan dilaksanakan. Kemudian 

pimpinan selalu merespon dengan cepat tanggap atas laporan yang diterimanya. 
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Kepemimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan 

misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. 

4).  Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 

Penyusunan struktur organisasi pada Bapenda Kabupaten Langkat telah 

diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bapenda Kabupaten 

Langkat,dengan mengacu kepada peraturan tersebut akan terlihat dengan jelas 

pembagian tugas dan wewenang dari setiap fungsional yang ada diBapenda, 

sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan lebih memadai lagi di Bapenda 

Kabupaten Langkat. 

5).  Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 

Dalam menjalankan fungsinya tersebut Bapenda menyusun pendelegasian 

wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam struktur organisasi yang 

berdasarkan pada fungsi. Bapenda mempunyai struktur organisasi garis dan staff 

yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing-masing 

bagian.  

6). Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber 

daya manusia 

Adanya pemberian pelatihan khusus bagi para pegawai di Bapenda, 

seperti adanya diklat dibidang Pendapatan Daerah sesuai regulasi dari pusat. 

Namun pada Bapenda Kabupaten Langkat belum diberlakukan penghargaan  

terhadap  pegawai  yang kinerjanya dinilai baik. 
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7).  Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 

Pihak Bapenda dalam hal pencapaian tujuannya dan penataan 

keuangannya dinilai sudah baik dilakukan, dengan adanya audit eksternal yaitu 

Badan Pemeriksa Keuangan.  

8).  Hubungan kerja yang baik dengan intansi pemerintah terkait. 

Dalam hal ini pihak Bapenda Kabupaten Langkat melakukan hubungan 

kerja dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan 

pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Langkat. 

b. Penilaian Resiko 

1).Identifikasi resiko 

Pengidentifikasian resiko belum dilakukan, kurangnya perencanaan yang  

dilakukan mengenai resiko yang akan terjadi, resiko yang akan terjadi baik di  

internalmaupun eksternal Bapenda Kabupaten Langkat. Meski wewenang dan  

pembagian tugas sudah di atur dalam Peraturan Bupati Langkat No. 66 Tahun 

2016 tetapi peraturan itu kurang dilaksanakan. Padahal resiko merupakan suatu 

hal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah misalnya kesalahan dalam 

penyusunan laporan keuangan, kesalahan yang terjadi pada Bapenda yaitu pada 

sistem informasinya, teknologi, dan terdapat personel baru yang belum memahami 

cara kerja, karena masih berupaya menyesuaikan dengan kondisi dilingkungan 

kerja.  

2).  Analisis resiko 

Analisis resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko yang 

telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Namun pada 
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Bapenda Kabupaten Langkat resiko tidak diidentifikasi sehingga dampak dari 

resiko yang akan timbul menjadi sulit untuk dilakukan analisis.  

c. Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian merupakan inti dari sistem pengendalian intern, 

kegiatan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang 

diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehubungan dengan 

pencapaian sebuah tujuan perusahaan. Pada Bapenda Kabupaten Langkat untuk 

dokumen dan catatan sudah memadai dan bernomor urut cetak serta tidak adanya 

rangkap tugas dalam pelaksanaan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Kegiatan yang terjadi pada 

Bapenda disertai dengan otorisasi agar penyimpangan ataupun kebocoran tidak 

terjadi. Pada standar operasional prosedur setiap tugas yang akan dilakukan hasil 

ketikannya selalu diperiksa oleh Kasubbag Umum. Kegiatan pengendalian yang 

dilakukan oleh Bapenda dapat dikatakan sudah baik. 

d. Informasi dan Komunikasi 

1). Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi  

Alat informasi dan komunikasi bisa dari media komputer yang dilengkapi 

dengan koneksi internet agar dapat mengetahui lingkungan eksternal operasi. 

Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan, manajemen dapat 

menggunakan informasi untuk menilai standar eksternal, informasi tentang 

lingkungan pengendalian, identifikasi resiko, serta prosedur pengendalian. Proses 

komunikasi yang efektif memungkinkan pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas 

mereka, memudahklan mengirimkan file-file serta pemberitahuan, dan 

memudahkan saling komunikasi apabila terdapat kejanggalan dalam 
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pekerjaannya. Pada Bapenda yang terjadi yaitu kurangnya penyediaan alat 

komunikasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Bapenda 

Kabupaten Langkat.  

2). Mengelola, mengembangkan dan memperbaiki sistem informasi secara 

terus-menerus. 

Pengembangan sistem informasi sangat jarang dilakukan, kurangnya 

pengembangan sistem informasi yang dilakukan Bapenda dapat membuat sistem 

yang ada di Bapenda menjadi eror dan dapat menghambat kegiatan operasinya. 

e. Pemantauan  

1).  Pemantauan berkelanjutan 

Bagi Bapenda Kabupaten Langkat pemantauan yang dilakukan untuk 

mengoptimalkan penerimaan pajak daerah masih kurang dilakukan, hal itu yang  

menyebabkan sulitnya ditemukan hambatan penerimaan pajak daerah terutama 

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak mineral bukan logam dan 

batuan. Pemantauan lanjutan sebenarnya sudah dilakukan tetapi tetapi masih 

kurang memadai, karena butuh proses dalam memperbaiki kesalahan yang 

ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan.  

2).  Evaluasi 

Evaluasi diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan 

pengujian efektivitas sistem penegendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh 

Bapenda. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalain 

intern yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan 

pemerintah. Evaluasi dilakukan untuk memantau perkembangan Bapenda 

Kabupaten Langkat untuk memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bagian 
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dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan 

yang berlangsung secara terus-menerus. 

3). Tindak Lanjut Rekomendasi  

Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian 

yang tepat waktu dalam pengambilan tindakan koreksi. Pemantauan mengenai 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rendah dari harga di pasaran, peraturan dan 

sanksi yang mengatur tentang NJOP masih belum tegas. Terdapat kesulitan yang 

terjadi pada pajak mineral bukan logam dan batuan karena objek pajak yang tidak 

tetap pada setiap tahunnya sehingga perlu tindak lanjut yang tepat waktu agar 

seluruh potensi yang ada dapat digali.  

 

B. Pembahasan 

1. Sistem Pengendalian Intern yang Tidak Berjalan Baik Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat 

Tabel IV.1 

Sistem Pengendalian Intern pada Bapenda Kabupaten Langkat 

Unsur-Unsur 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah 

(SPIP) 

Teori Sistem 

Pengendalian Intern 

Pemerintah Menurut 

COSO 

Sistem 

Pengendalian 

Intern pada 

Bapenda 

Kabupaten Langkat 

Kesimpulan 

1. Lingkungan 

Pengendalian  

a. Penegakan 

integritas dan 

nilai etika 

b. Komitmen 

terhadap 

kompetensi 

c. Kepemimpin

an yang 

kondusif 

1. Lingkungan 

Pengendalian  

a. Penegakan 

integritas dan 

nilai-nilai etik 

b. Komitmen 

pada 

kompetensi 

c. Falsafah 

manajemen  

d. Struktur 

1. Lingkungan 

Pengendalian  

a. Penegakan 

integritas dan 

nilai-nilai 

etika 

b. Penyusunan 

dan 

penerapan 

kebijakan 

yang sehat 

Penerapan 

pengendalian 

intern pada 

Bapenda 

Kabupaten 

Langkat yang 

belum 

memenuhi 

SPIP No. 60 

Tahun 2008 

terdapat pada 
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d. Pembentukan 

struktur 

organisasi 

yang sesuai 

dengan 

kebutuhan 

e. Pendelegasia

n wewenang 

dan tanggung 

jawab yang 

tepat 

f. Penyusunan 

dan 

penerapan 

kebijakan 

yang sehat 

tentang 

pembinaan 

sumber daya 

manusia 

g. Perwujudan 

peran aparat 

pengawasan 

intern 

pemerintah 

yang efektif 

h. Hubungan 

kerja yang 

baik dengan 

instansi 

pemerintah 

terkait 

organisasi  

e. Dewan 

komisaris dan 

komite audit 

yang efektif 

f. Pelimpahan 

wewenang dan 

tanggung 

jawab 

g. Kebijakan dan 

prosedur 

kepegawaian 

 

tentang 

pembinaan 

sumber daya 

manusia 

 

point a dan f 

2. Penilaian 

Resiko 

a. Identifikasi 

resiko 

b. Analisis 

resiko 

2. Penaksiran Resiko 

Resiko dapat 

timbul karena 

keadaan seperti 

berikut ini: 

a. Perubahan 

dalam 

lingkungan 

operasi 

b. Personel baru 

c. Sistem 

informasi baru 

yang akan 

diperbaiki 

d. Teknologi baru 

e. Lini produk, 

2.Penilaian Resiko 

a. Identifikasi 

resiko 

b.Analisis 

   resiko 

Penerapan 

pengendalian 

intern pada 

Bapenda 

Kabupaten 

Langkat yang 

belum 

memenuhi 

SPIP No. 60 

Tahun 2008 

terdapat pada 

point a dan b 
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produk, atau 

aktivitas baru 

f. Restrukturisasi 

korporat 

g. Operasi luar 

negeri 

h. Penerbitan 

standar 

akuntansi yang 

baru 

3. Informasi dan 

Komunikasi  

3. Informasi dan 

Komunikasi 

3.  Informasi dan 

Komunikasi 

Belum 

memenuhi 

SPIP No. 60 

Tahun 2008 

4. Pemantauan  

a. Pemantauan 

berkelanjutan 

b. Evaluasi 

c. Tindak lanjut 

rekomendasi 

4.  Pemantauan  4. Pemantauan 

a. Pemantauan 

berkelanjutan 

b. Evaluasi  

c. Tindak lanjut 

rekomendasi 

Penerapan 

pengendalian 

intern pada 

Bapenda 

Kabupaten 

Langkat yang 

belum 

memenuhi 

SPIP No. 60 

Tahun 2008 

terdapat pada 

point a,b dan c.  

 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat Sistem pengendalian 

intern yang belum memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No. 

60 Tahun 2008 pada Bapenda Kabupaten Langkat yaitu pada Lingkungan 

Pengendalian, Penilaian Resiko, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan,  hal 

tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan teori yang 

dikemukanan oleh COSO. Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah  

a. Lingkungan pengendalian  

1). Penegakan integritas dan nilai etika 

Integritas pada Bapenda Kabupaten Langkat sebenarnya sudah cukup baik, 

tetapi nilai etik yang kurang diterapkan yaitu terjadi ketidak disiplinan 
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pegawai yang pulang pada jam kerja untuk keperluan pribadinya, hal ini jika 

dilakukan terus-menerus akan mengalami pengurangan waktu kerja dengan 

yang seharusnya, yang dapat terjadi yaitu dokumen yang seharusnya dapat 

dikerjakan menjadi tertunda sehingga dapat menyebabkan dokumen 

menumpuk. 

2). Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber 

daya manusia 

Adanya pemberian pelatihan khusus bagi pegawai. Seperti adanya  diklat 

dibidang Pendapatan Daerah sesuai regulasi dari pusat. Namun belum 

diberlakukan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya dinilai baik. 

Dengan memberikan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya baik 

diharapkan dapat menjadi motivasi untuk pegawai tersebut dan pegawai 

yang belum mendapatkan penghargaan tersebut akan bersemangat untuk 

ingin juga mendapatkan penghargaan, dengan demikian kualitas pekerjaan 

dapat menjadi meningkat dan diharapkan nantinya dapat membuat aktivitas 

pada Bapenda dapat berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh Bapenda 

Kabupaten Langkat.  

b. Penilaian Resiko 

Pengidentifikasian resiko belum dilakukan, kurangnya perencanaan yang  

dilakukan mengenai resiko yang akan terjadi, resiko yang akan terjadi baik di  

internal maupun eksternal Bapenda Kabupaten Langkat. Resiko merupakan suatu 

hal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah misalnya kesalahan dalam 

penyusunan laporan keuangan, kesalahan yang terjadi pada Bapenda yaitu pada 

sistem informasi dan teknologi. Tetapi yang terjadi di Bapenda yaitu, karena 
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resiko tidak diidentifikasi maka analisis terhadap resiko yang akan timbul menjadi 

sulit untuk dilakukan analisis. Hal yang dapat terjadi seperti sistem yang eror yang 

dapat menunda pekerjaan dan juga kesalahan dalam penyusunan laporan 

keuangan karena kekeliruan. Seharusnya identifikasi dilakukan dengan 

memandang setiap kesalahan yang sebelumnya terjadi agar tidak terjadi kesalahan 

lagi. Sehingga analisis resiko juga dapat dilakukan demi kelangsungan operasi 

yang dapat berubah menjadi lebih baik. 

c. Informasi dan Komunikasi 

Untuk mencapai pengendalian yang efektif maka informasi dan 

komunikasi harus berjalan dengan baik. Alat informasi dan komunikasi bisa dari 

media komputer yang dilengkapi dengan koneksi inernet agar dapat mengetahui 

lingkungan eksternal operasi. Informasi juga diperlukan dari pihak luar 

perusahaan, manajemen dapat menggunakan informasi untuk menilai standar 

eksternal, informasi tentang lingkungan pengendalian, identifikasi resiko, serta 

prosedur pengendalian. Proses komunikasi yang efektif memungkinkan pegawai 

untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, untuk memudahklan mengirimkan file-

file serta pemberitahuan, dan memudahkan saling komunikasi apabila terdapat 

kejanggalan dalam pekerjaannya. Pada Bapenda masih kekurangan alat 

komunikasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Bapenda 

Kabupaten Langkat, kurangnya pengembangan sistem informasi yang dilakukan 

oleh Bapenda untuk mempermudah mendapatkan informasi. Seperti penggunaan 

alat untuk penggunaan sistem informasi untuk menunjang kinerja yang 

berhubungan dengan  pendapatan  daerah  dan  untuk  melihat  sampai  sejauh  

mana pendapatan daerah tercapai khususnya BPHTB dan pajak mineral bukan 
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logam dan batuan. Proses informasi dan komunikasi yang dilakukan Bapenda 

sebenarnya sudah cukup baik, tetapi karena keterbatasan alatnnya yang 

mengakibatkan pelaksanaannya menjadi sedikit lebih sulit. Proses yang dimaksud 

yaitu bagian akuntansi telah menyusun dan mencatat semua transaksi yang sah. 

Transaksi tersebut sah karena bukti-bukti pendukungnya telah di otorisasi serta 

sesuai dengan jangka waktu terjadinya transaksi yang boleh dicatat. Kemudian 

hasil pekerjaanya diperiksa oleh kepala akuntansi dan keuangan, sehingga 

menghasilkan informasi yang memadai dan tepat waktu. Informasi tersebut 

membantu pelaksanaan pengendalian intern di Bapenda dan proses pengambilan 

keputusan menjadi lebih mudah, namun karena keterbatasan alat tersebut, proses 

pengerjaannya tidak selalu berjalan lancar, pernah terdapat kendala sehingga 

mengakibatkan keterlambatan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.  

d. Pemantauan  

1). Pemantauan berkelanjutan 

Bagi Bapenda Kabupaten Langkat pemantauan yang dilakukan untuk 

mengoptimalkan penerimaan pajak daerah masih kurang dilakukan, hal itu 

yang menyebabkan sulitnya ditemukan hambatan penerimaan pajak daerah 

terutama bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak mineral 

bukan logam dan batuan. Pemantauan dilakukan  Bapenda  Kabupaten  

Langkat  untuk mengoptimalkan penerimaan  pajak  daerah, pemantauan 

dilaksanakan oleh atasan langsung dan inspektorat. Pemantauan dilakukan 

untuk melihat kinerja dan keuangan Bapenda. 
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2). Evaluasi  

Evaluasi diselenggarakan melalui pengujian efektivitas sistem 

penegendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh Bapenda. Evaluasi 

dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalain intern yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan pemerintah. 

Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-

menerus. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat 

menyempurnakan sistem pengendalain intern yang diterapkan oleh 

Bapenda. Namun yang terjadi pada Bapenda, evaluasi yang dilakukan masih 

perlu diperbaiki karena belum sesuai dengan sistem pengendalian intern 

pemerintah. 

3). Tindak Lanjut Rekomendasi 

Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang 

tepat waktu dalam pengambilan tindakan koreksi. Pemantauan mengenai 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rendah dari harga di pasaran dan 

peraturan serta sanksi yang mengatur tentang NJOP tidak ditegaskan oleh 

Bapenda. Terdapat kesulitan yang terjadi pada pajak mineral bukan logam 

dan batuan karena objek pajak yang tidak tetap pada setiap tahunnya 

sehingga perlu tindak lanjut yang tepat waktu agar seluruh potensi yang ada 

dapat digali. Pemantauan dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan 

dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi sehingga memakan waktu yang 

cukup lama untuk memperbaikinya, maka sulit untuk segera diupayakan 

setelah ditemukan masalah pada saat setelah pemantauan karena sulitnya 

ditemukan hambatan. Masalah lain yang muncul yaitu ketika objek pajak 
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telah ditemukan tetapi banyak yang tidak membayarkan kewajiban 

pajaknya, padahal potensi telah ditentukan pada objek tersebut. Hal tersebut 

yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target. 

Sistem pengendalian intern yang diterapkan belum sesuai dengan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah No. 60 Tahun 2008, maka pada BPHTB dan 

Pajak mineral bukan logam dan batuan di Bapenda, terdapat realisasi yang tidak 

mencapai target seperti yang dituangkan pada tabel dibawah ini.  

Tabel IV.2 

Data Target dan Realisasi BPHTB Tahun 2012-2016 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan 

Tahun Target Realisasi Efektivitas 

2012 Rp. 8.500.000.000 Rp. 8.834.958.844 103,94% 

2013 Rp. 6.500.000.000 Rp. 6.901.850.615 106,18% 

2014 Rp. 6.500.000.000 Rp. 3.180.953.308 48,94% 

2015 Rp. 6.500.000.000 Rp. 4.102.995.090 63,12% 

2016 Rp. 6.500.000.000 Rp. 3.854.310.944 59,30% 

Sumber: Bapenda Kabupaten Langkat 

Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwasanya tingkat efektivitas 

BPHTB pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan dan 

penurunan target. Pada tahun 2014 efektivitas sebesar 48, 94%, pada tahun 2015 

mengalami peningkatan menjadi 63,12 %, dengan jumlah target yang sama 

dengan tahun 2014, pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 59, 

30 %, masih dengan jumlah target yang sama, artinya penerimaan BPHTB pada 

Bapenda selama tiga tahun berturut-turut tidak mencapai target yang telah 

ditetapkan. Tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan ini mengindikasikan hal yang kurang baik karena berada pada kriteria 

persentase yang tidak efektif untuk tahun 2014 dan 2016, dan kurang efektif pada 
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tahun 2015. Penurunan realisasi pada BPHTB terjadi karena identifikasi resiko 

yang tidak dilakukan oleh Bapenda untuk mengetahui resiko yang akan terjadi 

pada masing-masing pajak daerahnya. Apabila identifikasi resiko telah dilakukan 

dengan baik, maka perubahan objek BPHTB yang terjadi akan mudah untuk 

dibaca dampaknya terhadap penerimaan pajak daerahnya. Penurunan realisasi 

selama tiga tahun berturut-turut juga disebabkan oleh Pemantauan yang dilakukan 

Bapenda dalam prosesnya masih kurang baik. Apabila setelah diaudit penerapan 

sistem pengendalian internnya sudah baik, maka tidak akan lagi terdapat realisasi 

yang tidak mencapai target.  

Tabel IV.3 

Data Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Tahun 2012-2016 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Tahun Target Realisasi Efektivitas 

2012 Rp. 1.500.000.000 Rp.1.545.014.500 103% 

2013 Rp. 1.500.000.000 Rp. 1.511.202.095 100,75% 

2014 Rp. 1.500.000.000 Rp. 1.380.806.447 92,05% 

2015 Rp. 1.700.000.000 Rp. 2.101.153.820 123,60% 

2016 Rp. 1.413.000.000 Rp.1.320.371.325 93,44% 

Sumber: Bapenda Kabupaten Langkat 

Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwa tingkat efektivitas 

penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mencapai target pada 

tahun 2014 dan tahun 2016, pada tahun 2014 tingkat efektivitas sebesar 92,05 %, 

pada tahun 2016 sebesar 93,44%, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan berada 

pada kriteria persentase Efektif, karena berada diatas 90%. Hal ini menunjukkan 

bahwa penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Bapenda 

Kabupaten Langkat sudah cukup baik, seharusnya tingkat efektivitas dapat 

dipertahankan, dengan dilakukan perbaikan dan evaluasi terhadap masalah yang 
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terjadi sebelumnya agar kedepannya realisasi yang diperoleh dapat mencapai 

target yang ditetapkan.  

Hal yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target yaitu, Bapenda 

belum menjalankan sistem pengendalian intern yang sesuai dengan sistem 

pengendalian intern pemerintah. Perlunya memperbaiki nilai etika pegawai yang 

masih kurang baik dengan berupaya memperbaiki sistem absen yang terdapat di 

Bapenda sehingga kecurangan yang dilakukan dapat diminimalkan agar jam kerja 

pegawai menjadi sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan. Membangun 

sumber daya manusia yang baik dengan memotivasi para pegawai dengan 

memberikan penghargaan kepada pegawai yang kinerjanya dinilai baik, agar para 

pegawai dapat bekerja dengan maksimal. Sulitnya mengidentifikasi dan 

menganalisis resiko yang dihadapi dalam pajak mineral bukan logam dan batuan 

menyebabkan dampak yang dihadapi oleh Bapenda menjadi semakin besar, 

sehingga berpengaruh terhadap penerimaannya.  

 

2. Upaya yang Dilakukan Bapenda untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak 

Daerah  

Upaya yang dilakukan Bapenda Kabupaten Langkat dianalisis dengan 

menggunakan teori yang dikemukakan oleh Rahardjo Adisasmito yaitu:  

a. Memperkuat basis penerimaan dengan cara meningkatkan pendapatan asli 

daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi yaitu 

menambah potensi pajak baru dilapangan atau menambah subjeknya dengan 

cara memperluas arealnya, namun harus berdasarkan peraturan daerah yang 

telah ditetapkan. Ekstensifikasi yaitu membuat peraturan baru dengan 
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mengubah tarif, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui prosedur 

yang ditetapkan agar permohonan dapat disetujui oleh Bupati Langkat.   

b. Memperkuat proses pemungutan dengan cara melakukan pemungutan 

dengan dasar hukum yang kuat yaitu dengan melalui UU No. 28 tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah, khusus untuk Kabupaten Langkat 

ditindak lanjuti dengan Peraturan daerah No. 1 tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah. Serta untuk PBB dipungut berdasarkan Perda No. 4 tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan. Peraturan 

dapat diubah berdasarkan persetujuan dari Bupati Langkat, misalnya pada 

BPHTB Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 

ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- untuk setiap wajib pajak, apabila angka 

yang ditetapkan terlalu besar, karena masih banyak transaksi yang dilakukan 

dibawah angka tersebut yang menyebabkan perhitungan menjadi nihil, maka 

perlu dilakukan perubahan agar potensi pajak daerah dapat bertambah.  

c. Meningkatkan pengawasan, cara Bapenda meningkatkan pengawasan yaitu 

dengan cara pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 

operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah, memperbaiki pelayanan 

yang dilakukan oleh Bapenda, Melakukan pembinaan teknis operasional 

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap petugas 

pemungut, melakukan pemantauan terhadap perkembangan potensi 

Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.  

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. 

Prosedur administrasi pajak sudah dilakukan penyederhanaan agar 

memudahkan dalam pelaksanaannya serta efisiensi dari setiap jenis 
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pungutannya sudah dilaksanakan, tetapi masih banyak yang tidak memenuhi 

kriteria sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, maka potensinya sulit 

untuk ditingkatkan. 

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. 

Koordinasi dengan instansi terkait selama ini berjalan dengan baik, usulan-

usulan untuk membuat peraturan baru untuk mengubah tarif, menambah 

subjek dan menggali potensi dilapangan disetujui oleh Bupati apabila 

didukung dengan alasan yang sesuai. Cara lain untuk meningkatkan 

kapasitas penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penyuluhan dan 

sosialisasi kepada wajib pajak, dengan memperlihatkan secara jelas kemana 

arah pemungutan pajak itu direalisasikan, agar wajib pajak dapat memahami 

fungsi dari pajak yang sebenarnya.  

Upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk meningkatkan penerimaan 

pajaknya tidak terlepas dari tugas dan fungsi Bidang Pengendalian dan Pelaporan 

serta Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional. 

Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas dan fungsi yaitu: 

a. Tugas Bidang Pengendalian dan Pelaporan yaitu Melaksanakan pengendalian 

terhadap peningkatan Pendapatan Daerah, Kordinasi dan konsultasi, 

pembinaan teknis operasional pemungutan pajak dan retribusi serta pelaporan 

mengenai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan 

Daerah lainnya; 

b. Fungsi Bidang pengendalian dan pelaporan untuk menyelenggarakan tugasnya 

yaitu:  

1) Pengendalian terhadap peningkatan pendapatan daerah; 
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2) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tentang peningkatan Dana  Bagi 

Hasil pajak; 

3) Pembinaan teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

4) Penyusunan target penerimaan Pendapatan Daerah; 

5) Pembuatan laporan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah; 

6) Pelaksanaan rapat evaluasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah; 

7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap operasional 

pemungutan Pendapatan Asli Daerah; 

8) Penyiapan bahan penyususnan Renstra, Renja dan Lakip Badan 

Pendapatan Daerah; 

9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Sub Bidang perencanaan dan pengendalian operasional mempunyai tugas 

yaitu: 

a. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD pengelola PAD tentang peningkatan 

target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya; 

b. Menyusun dan membuat target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan 

Pendapatan Daerah lainnya; 

c. Melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah terhadap petugas pemungut; 

d. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan potensi Pendapatan Asli 

Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya; 
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e. Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang peningkatan pendapatan dari 

sektor Dana Bagi Hasil Pusat dan propinsi ; 

f. Melakukan monitoring dan pengawasan dalam hal pemungutan dan penyetoran 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

g. Melaksanakan rapat evaluasi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah; 

h. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Sub Bidang tugasnya 

dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pengendalian dan 

Pelaporan; 

i. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

j. Menyususn dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh 

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

Upaya yang dilakukan Bapenda secara keseluruhan sudah cukup baik, 

tetapi sulitnya menggali potensi pajak di tiap-tiap daerahnya yang mengakibatkan 

turunnya realisasi pajak dari angka yang seharusnya. Hal yang menjadi penyebab 

terdapat objek pajak yang tidak memenuhi kriteria sesuai peraturan daerah 

contohnya yang terjadi dengan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak tidak 

kena pajak (NPOPTKP) ditetapkan yaitu Rp. 60.000.000,- untuk setiap wajib 

pajak sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 1 tahun 2011 

Tentang Pajak daerah dalam pasal 50 Ayat (7), tetapi NPOP yang sering terjadi 

dibawah Rp. 60.000.000,- maka perhitungannya menjadi Nihil. Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan adalah pajak dapat dipungut apabila terjadi kegiatan 

atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan tersebut, wajib pajak mineral 
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bukan logam dan batuan setiap tahunnya berubah, sebagai contoh yaitu,  

pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk pengerjaan suatu proyek 

jalan yang terjadi pada tahun ini, tetapi pada tahun depan proyek tersebut sudah 

selesai, inilah yang dimaksud dengan pajak mineral bukan logam dan batuan 

bersifat semu. Hal seperti itulah yang perlu dilakukan pemantauan lagi oleh 

fiskusnya, maka sulit ditemukan hambatannya untuk dapat mencapai target yang 

ditentukan. Banyaknya piutang tak tertagih juga mengakibatkan mengurangnya 

penerimaan dikarenakan WP tidak menyetorkan pajaknya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menganalisis 

sistem pengendalian intern penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilakukan pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat maka dapat ditari kesimpulan 

bahwa: 

1. Sistem pengendalian pada unsur lingkungan pengendalian pada bagian 

penegakan integritas dan nilai etika tidak berjalan dengan baik, karena 

masih terdapat pegawai yang pulang pada jam kerja serta tidak melakukan 

apel, hal ini dapat terjadi karena tidak tersedianya alat elektronik untuk 

proses absensi seperti finger print, tetapi melalui absensi manual, hal 

tersebut yang memudahkan para pegawai untuk dapat keluar kantor pada 

jam kerja. Pada penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber 

daya manusia yaitu para pegawai pada Bapenda sudah melakukan pelatihan 

khusus atau diklat untuk selalu memperbaiki dan memperbaharui sumber 

daya manusianya, dengan demikian pekerjaan yang dilakukan oleh para 

pegawai diharapkan dapat menjadi lebih baik, tetapi Bapenda tidak 

memberlakukan pemberian penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya 

baik, hal ini juga perlu dilakukan karena untuk lebih memberikan semangat 

kepada para pegawai di Bapenda untuk selalu memberikan hasil pekerjaan 

yang terbaik. 
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2. Dalam penilaian resiko, identifikasi resiko tidak ditentukan, perkiraan 

resiko yang timbul yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam 

penyusunan laporan keuangan, kesalahan pada sistem, dan kesalahan pada 

teknologi, dan kesalahan pada personel baru yang pengalaman kerjanya 

masih kurang yang terjadi pada Bapenda, yang dapat menghambat 

pekerjaan para pegawai, namun hal itu tidak dipertimbangkan pada 

Bapenda. Maka analisis resiko yang terjadi pun tidak dapat ditentukan pada 

Bapenda. 

3. Informasi dan komunikasi, sarana komunikasi yang disediakan oleh pusat 

kurang memadai, seperti jarangnya dilakukan pembaharuan terhadap 

sistemnya,sehingga dapat menyebabkan sistem eror,alat informasi dan 

komunikasi bisa dari media komputer yang dilengkapi dengan koneksi 

inernet. Adapun yang terjadi pada Bapenda yaitu kurangnya penyediaan 

alat komunikasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja 

Bapenda Kabupaten Langkatuntuk mendapatkan informasi. Seperti 

penggunaan alat untuk penggunaan sistem informasi untuk menunjang 

kinerja yang berhubungan dengan  pendapatan  daerah  dan  untuk  melihat  

sampai  sejauh  mana pendapatan daerah tercapai khususnya BPHTB dan 

pajak mineral bukan logam dan batuan.  

4. Pemantauan, pemantauan berkelanjutan, evaluasi, dan tindak lanjut 

rekomendasi tidak berjalan sebagaimana mestinya diakibatkan oleh 

pemantauan berkelanjutan masih kurang dilakukan, tindak lanjut terhadap 

hasil temuan ditindaklanjuti namun butuh proses untuk memperbaikinya. 

Pemantauan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rendah dari  
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harga  di  pasaran dan sulitnya ditemukan hambatan pada pajak mineral 

bukan logam dan batuan  serta  peraturan  dan  sanksi  yang mengatur 

tentang NJOP belum tegas, pada pajak mineral bukan logam dan batuan 

belum sepenuhnya efektif dikarenakan kesalahan dalam pengambilan 

keputusan juga dapat menjadi penyebab karena dapat mengulur waktu. 

5. Upaya-upaya yang dilakukan Bapenda yaitu memperkuat basis penerimaan 

dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi pajak, memperkuat proses pemungutan dengan cara 

melakukan pemungutan dengan dasar hukum yang kuat yaitu dengan 

melalui UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, 

khusus untuk Kabupaten Langkat ditindak lanjuti dengan Peraturan daerah 

No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Serta untuk PBB dipungut 

berdasarkan Perda No. 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan bangunan 

sektor Pedesaan dan Perkotaan, cara Bapenda meningkatkan pengawasan 

yaitu dengan cara pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 

operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah, memperbaiki pelayanan 

yang dilakukan oleh Bapenda, melakukan pembinaan teknis operasional 

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap petugas 

pemungut, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya 

pemungutan dengan cara penyederhanaan prosedur adminisrasi pajak, 

meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik 

yaitu dengan cara membuat peraturan baru dan meningkatkan tarif yang 

diajukan terlebih dahulu kepada Bupati Langkat untuk disetujui, apabila 

disetujui baru dapat di jalankan sesuai dengan peraturan yang baru. 
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Meskipun upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapenda sudah cukup baik 

untuk meningkatkan penerimaan pajak daerahnya namun hasil terhadap 

pendapatan daerahnya masih belum sepenuhnya sesuai dengan target.  

 

B. Saran  

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Perusahaan  

a. Diharapkan dapat memperbaiki sistem pengendalian intern yang 

sebelumnya belum terpenuhi sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yaitu dengan memperbaiki etika pegawai 

di Bapenda, memberikan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya 

baik, identifikasi resiko dapat dituangkan untuk menghindari kesalahan, 

sarana komunikasi dan informasi lebih ditingkatkan lagi, pemantauan 

agar lebih sering dilakukan serta segerakan dalam mengambil tindakan 

koreksi yang diperlukan.  

b. Dengan upaya yang cukup baik diharapkan dapat menambah penerimaan 

PAD, serta target yang ditentukan dapat tercapai. 

c. Diharapkan Bapenda Kabupaten Langkat dapat lebih teliti dalam 

menerapkan perencanaan untuk menentukan target BPHTB dan Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan potensi yang ada di 

Kabupaten Langkat yang dapat digali.  

d. Diharapkan Bapenda Kabupaten Langkat segera memperbaiki atau 

mengkoreksi kesalahan-kesalahan dan mengatasi kendala-kendala yang 

terjadi pada setiap tahunnya contohnya seperti lebih tepat waktu dalam 
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menyelesaikan dokumen-dokumen agar tidak terjadi penumpukan 

dokumen yang dapat memberikan dampak yang baik terhadappenerimaan 

pajaknya. 

e. Bapenda agar terus berupaya melakukan sosialisasi dengan penyampaian 

yang lebih menarik kepada wajib pajak atau masyarakat agar dapat 

membuka pemikiran masyarakat betapa pentingnya pajak yang mereka 

bayarkan untuk membangun infrastruktur di Kabupeten Langkat 

sehingga mereka dapat termotivasi untuk membayar pajak.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta dapat meneliti dengan lebih 

baik lagi dan juga dapat memberikan pengetahuan tentang sistem 

pengendalian intern yang ada pada Bapenda Kabupaten Langkat.  
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